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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 562.55/001/XI/2021
TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR SWASTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAI DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

* Surat Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swsta Nomor

012/IV.4.AU/VII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dari :

Nama ¢ SD KUB Muhammadiyah Purworejo
Alamat ¢ JL Brigjend. Katamso 186 Desa/Kel. Pangenrejo Kec.

SJ“I

Purworejo Kabupaten Purworejo

bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan, khususnya bagi
masyarakat sekitar sekolah tersebut dan dipandang perlu adanyva Sekolah
Dasar Swasta.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor 3143);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran
Negara Rebuplik Indonesia Nomor 423 5);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5157};

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6215);
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14.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyslenggarann Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor
221):

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendinan, Perubahan, dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Talun
2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2018 tentang Pelayanan Pernzinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);

Peraturan Daeral Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 100 Tehun 2020 tentang Pendelegasian
Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomorl00 Seri E
Nomor 85}.

Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Kabupaten Purworejo.
Nomor 562/503/BAP-TL/IX/2021 tanggal 07/09/2021.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Non Formal kepada :

1.

2.
3.

4.

Nama : SD KUB Muhammadiyah Purworejo

Jenis Pendidikan . Pendidikan Dasar

Alamat : JL Brigjend. Katamso 186 Desa/Kel. Pangenrejo
Kec. Purworejo Kabupaten Purworejo

Penyelenggara : Eko Nurrahmad, S.Pd

Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk
mentaati ketentuan sebagai berikut :

a.

C.

Menyelenggarakan kegiatan Sekolah Dasar sesuai ketentuan vang berlaku,
sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
Mentaati peraturan perundangan yvang b erlalku:

Mengirimkan laporan berkala kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah
Raga Kabupaten Purworejo.

Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta tersebut pada diktum KESATU
berlaku sejak tanggal ditetapkan dan seterusnya selama lembaga pendidikan ini
masih menyelenggarakan kegiatannya.

Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi
sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Purworejo
Pada : 11 November 2021
Ditandatangani secara elektronik oleh:

a.n BUPATI PURWOREJO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
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PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

NOMOR 2115/KEP/1.0/B/2020
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SD KEPEMIMPINAN UMAT DAN BANGSA (SDKUB) MUHAMMADIYAH

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Kesatu

Kedua

JAKARTA : Gedung Pusat [

PURWOREJO
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIY AH,

Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD
KEPEMIMPINAN  UMAT DAN BANGSA  (SDKUB)
MUHAMMADIYAH PURWOREJO maka perlu diterbitkan surat
keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai
penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;

1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);

2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat
(1)

3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus
1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan
Berita Negara R.I Tanggal 23/9 — 2011 Nomor.76 Pengumuman
dalam Berita — Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal
2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-
perkumpulan Berbadan Hukum;

4. Qaidah  Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
01/QDH/I1.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;

5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal
3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

PENGESAHAN PENDIRIAN SD KEPEMIMPINAN UMAT DAN
BANGSA (SDKUB) MUHAMMADIY AH PURWOREJO.

Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan
berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. BRIGJEN KATAMSO NO.
170 A PANGENREJO, PURWOREJO Kecamatan PURWOREJO
Kabupaten/Kota PURWOREJO Provinsi JAWA TENGAH.

SD KEPEMIMPINAN UMAT DAN BANGSA (SDKUB)
MUHAMMADIYAH PURWOREJO dapat memanfaatkan fungsi aset

YOGYAKARTA : Il. Cik Ditiro 23 Yogyakarta | Telp. +62-274-553132 | Faks. +62-274-553137

akwah Muhammadiyah Jl.Menteng Raya 62 Jakarta 10340 | Telp. +62-21-3903021, 3903022 | Faks. +62-21-3903

Webset : www.muhamma Jiyah.or.id | E-mail : pp@muhammadiyah.id
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Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.
NBM: 545 549

Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan
ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah,

SD  KEPEMIMPINAN UMAT DAN BANGSA (SDKUB)
MUHAMMADIYAH PURWOREJO mengelola keuangan secara
terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan
pembukuan  dengan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam
Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD KEPEMIMPINAN
UMAT DAN  BANGSA (SDKUB) MUHAMMADIYAH
PURWOREJO dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau
kekuarangan dalam  keputusan ini akan diadakan perbaikan
scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Jumadil akhir 1441 H
13 Februari 2020 M

ASADIYAH,

PIMPINAN PUSAT MUK h
ZN S?kretaris Umunm,

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah



